BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Berdasarkan dari pemaparan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perlindungan hukum bagi tertanggung yang tidak memenuhi kualifikasi
sahnya perjanjian dalam penutupan perjanjian asuransi online di Indonesia
yaitu dengan adanya polis yang dipegang oleh tertanggung. Polis sebagai
alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Polis
asuransi menjadi bukti adanya perjanjian yang mengikat melalui perjanjian
asuransi yang dibuktikan dengan adanya Polis. Bahwa asuransi telah terjadi
pemindahan risiko misalnya asuransi jiwa atau asuransi kerugian kepada
perusahaan asuransi. Dalam hal tertanggung bermaksud untuk menutup
perjanjian asuransi dengan yang disebabkan oleh tidak memenuhi
kualifikasi, maka tetap mendapat ganti dari polis setelah dikurangi denda
yang diterapkan oleh perusahaan. Tertanggung dapat mendapatkan haknya
berdasarkan polis yang dipegang. Apabila pihak penanggung tidak
melakukan kewajibannya sebagai jaminan atas premi yang telah
dibayarkan penanggung maka pihak tertanggung bisa menuntut pihak
penanggung selaku pemberi jaminan atas risiko yang dialami oleh pihak
tertanggung. Dengan polis tersebut pihak tertanggung bisa menjadikan itu

sebagai alat bukti yang menguatkan apabila terjadi penyalahgunaan yang
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dilakukan oleh pihak tertanggung yaitu pihak asuransi. Maka dari itu
sebelum kita membeli produk kita harus paham dulu apa manfaat dan risiko
dari mengikuti asuransi tersebut. Seperti kita membeli hp yang
kemungkinan umurnya paling lama 2 samapi 3 tahun, kalau salah pilih pun
pengaruhnya kecil buat kita. Apalagi jika kita beli produk asuransi, asuransi
digunakan tidak hanya 1 sampai 2 tahun tapi 10 samapai 15 tahun ke depan.
Jika kita salah memilih program maupun produk asuransi efeknya sangat
besar bagi kita maupun keluarga. Sehingga kemungkinan terjadi
kecurangan atau penyalahgunaan dari pihak asuransi dapat diminimalisir.
Akibat hukum apabila terjadi penutupan perjanjian asuransi online maka
pihak penanggung harus mengganti kerugian kepada pihak tertanggung
yang sudah membayarkan preminya kepada pihak penanggung. Pihak
penanggung menggantikan kerugian tersebut sesuai dengan perjanjian
asuransi online yang sudah disepakati ketika melakukan perjanjian sebelum
terjadinya penutupan perjanjian asuransi online. Pihak tertanggung juga
bisa menuntut pihak tertanggung apabila tidak mengganti kerugian atas apa

yang telah dibayarkan pihak tertanggung kepada pihak penanggung.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai

berikut:

1.

Kepada Pemerintah Indonesia agar membentuk hukum yang lebih tegas
lagi mengenai sanksi terhadap pihak asuransi baik asuransi online maupun
asuransi biasa agar menjadi payung hukum di dalam menjalankan
transaksinya, baik bagi pihak penanggung maupun tertanggung. Sehingga
dengan adanya jaminan berupa payung hukum tersebut, diharapkan akan
memberikan perlindungan hukum yang riil kepada tertanggung agar tidak
disalahgunakan lagi oleh pihak penanggung.

Kepada Masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengikuti perjanjian
asuransi online. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang semakin
meningkat di Indonesia. Terlebih pula sekarang banyak pihak asuransi yang
menyalahgunakan hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat tetapi

menjadi kepentingan hak pribadi pihak asuransi.

. Kepada peneliti lain, agar penelitian sejenis dikembangkan dengan

melihat aspek hukum dari perjanjian asuransi yang tidak memenuhi
kualifikasi sahnya perjanjian dan dampak hukumnya bagi perjanjian
asuransi apakah termasuk dalam kualifikasi sahnya perjanjian tersebut

atau tidak.
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